
BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR412.23/Kep.289-DPMD /2021
TENTANG

PEMBENTUKANTIM EVALUASIPERKEMBANGANDESADANKELURAHAN
TINGKATKABUPATENMAJALENGKA

Menimbang

Mengingat

BUPATIMAJALENGKA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan
masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten
Majalengka, maka perlu dilakukan evaluasi dan
penilaian Perkembangan Desa secara
berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan
ketentuan pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi
Perkembangan Desa dan Kelurahan, maka perlu
membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan
Kelurahan Tingkat Kabupaten Majalengka yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ..... 2
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
PeratUran .Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6327);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indone,sia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

11. Peraturan ..... 3
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2014
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuanggan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2019 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan
Kelurahan Tingkat Kabupaten Majalengka dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Evaluasi
Kabupaten

merumuskan
Tingkat

dan
Desa

Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah :
a. Merencanakan

Perkembangan
Majalengka;

KEDUA

b. Melakukan ..... 4



KETIGA

b. Melakukan evaluasi Perkembangan Desa Tingkat,.-".'
;_:.\~~'.--:> - - - -- - - ~v

Kabupaten M~jalengka; ~

c. Melakukan veri,:m~asiha:sil:penilail¥1;terhadapdesa
b~rdl:lsar~~,,;Ea~p eValu::J.si,Perkembangan Desa
TingkatKabupaten Majalengka;

d. Menentukan desa terbaik Tingkat Kabupaten
Majalengka berdasarkan hasil evaluasi
Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten
Majalengka;

e. Melakukan pembinaan terhadap desa
terbaik Tingkat Kabupaten Majalengka untuk
diikutsertakan dalam perlombaan desa tingkat
provinsi dan nasional;

f. Me1akukan koordinasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Da~f~ danl atau pihak yang terkait
untuk mengevaluasi kegiatan perkembangan desa.

g. Me1aporkanhasil kegiatan kepada Bupati.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila. dikemudian hari temyata
terdapat ke.k~liruan didalamnya akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3Q;1iaret 2021

BUPATIMAJALENGKA,

~,""" .•... '

~~

KARNASOBAHI
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KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA
Nomor 412.23/Kep.289-DPMD /2021
Tangggal 30 Maret 2021
Tentang PEMBENTUKAN TIM EVALUASI

PERKEMBANGANDESA DANKELURAHAN
TINGKATKABUPATENMAJALENGKA

SUSUNANPERSONALIATIMEVALUASIPERKEMBANGANDESA DAN
KELURAHANTINGKATKABUPATENMAJALENGKA

a. Pengarah

b. Penanggungjawab

Bupati Majalengka.

Wakil Bupati Majalengka.

c. Ketua Pelaksana Sekretaris
Majalengka.

Daerah Kabupaten

d. Wakil Ketua Pelaksana Kepala
Masyarakat
Majalengka.

Dinas Pemberdayaan
dan Desa Kabupaten

e. Sekretaris

f. Koordinator

g. Anggota

Kepala Bidang Pemerintahan Desa
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Majalengka.

1. Sekretaris pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Bidang Pemberdayaan
Ekonomi dan Pembangunan Desa
pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Majalengka;

3. Kepala Bidang Pemberdayaan
Potensi Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka;

4. Kepala Bidang Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Majalengka.

1. Kepala bagian Pemerlntahan
pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Bidang Pelayanan
Keluarga Berencana pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten
Majalengka;

3. Kepala Bidang ..... 6
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3. Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak pada Dinas
Pemberdayaan perempuan,
Perlindungan Anak dan Ke1uarga
Berencana Kabuaten Majalengka;

4. Kepala Seksi Perencanaan
Keuangan dan Aset Desa pada
Bidang Pemerintahan Dinas
PemberdayaanMasyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka;

5. Kepala Seksi Perlindungan Anak
pada Bidang Perlindungan
Pererilpuan dan Anak Dinas
Pemberdayaan perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabuaten Majalengka;

6. Kepala Sub Bidang Perencanaan
Kesejahteraan Masyarakat pada
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten
Majalengka;

7. Kepala Seksi Penguatan
Partisipasi Masyarakat dan
Pengembangan Sumber Daya
Desa pada Bidang Pemberdayaan
Potensi Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka;

8. Kepala Seksi Pengembangan
Ekonomi pada Bidang
Pemberdayaan Ekonomi dan
Pembangunan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka;

9. Kepala Seksi Peningkatan
Kualitas. Hidup Perempuan pada
Bidang Pemberdayaan Perempuan
Dinas Pemberdayaan perempuan,
Perlindungan Anak dan Ke1uarga
Berencana Kabupaten
Majalengka;

10. Kepala Sub Bidang Perencanaan
Pembangunan Manusia pada
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten
Majalengka;

11. Kepala Sub ..... 7
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11. Kepala S"l,lbBidang Perencanaan
R~merintahan- pada --. Bidang
Pemerintahan dan Pe:i:nbangunan
Map.usia Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengenibangan Kabupaten
Majalengka;

12. Kepala Seksi Bina Desa dan
Aparatur Pemerintah Desa pada
BidangPemerintahan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka;

13. Kepala Seksi Lembaga
Kemasyarakatan pada Bidang
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka;

14. Kepala Seksi Pembangunan dan
Pemeliharaan Insfrastruktur Desa
pada Bidang Pemberdayaan
Ekonomi dan Pembanguan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Majalengka;

15. Analis Desa dan Kelurahan pada
Seksi Bina Desa dan
Pemerintahan Desa Bidang
Pemerintahan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka;

16. Fungsional Umum Pengelola
Kekayaan De1')adan Administrasi
Desa pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Majalengka;

17. Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesyjahteraan Keluarga (PKK)
Kabupaten Majalengka.

BUPATIMAJALENGKA

... ~.. '.•>"'.' ...
~

KARNASOBAHI
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